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TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2020 DI PERUSAHAAN DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Memperhatikan kondisi perekonomian saat ini sebagai akibat Pandemi Covid-

19 yang membawa dampak pada kelangsungan usaha dan mempertimbangkan
kebutuhan pekerja/buruh akan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
maka diperlukan kesamaan pemahaman antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada Gubernur untuk:

1. Memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu
yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi
atas persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara
pengusaha dan pekerja/buruh. Proses dialog tersebut dilakukan secara
kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan. Dialog tersebut dapat
menyepakati beberapa hal, antara lain:

a Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang

ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang
ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu
tertentu yang disepakati.

Waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR
keagamaan.
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3. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh sebagaimana tersebut pada
angka 2 dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat.

4. Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda,
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan
dan denda kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

Selanjutnya dalam rangka mengefektitkan pelaksanaan pemberian THR
Keagamaan Tahun 2020, diharapkan:

1. Membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 di masing-
masing provinsi dengan memperhatikan prosedur/protokol kesehatan
pencegahan penularan Covid-19;

2. Menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/WWalikota serta pemangku
kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani.
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